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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, 
produk domestik regional bruto per kapita, dan penanaman modal dalam negeri 
terhadap pendapatan asli daerah di 34 provinsi Indonesia tahun 2017. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder jenis deret lintang data (cross section data), data 
diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) Indonesia yang meliputi 34 provinsi 
tahun 2017. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda 
dengan metode ordinary least square (OLS). Berdasarkan hasil analisis regresi 
linier berganda uji normalitas berdistribusi normal. Uji linearitas yang dipakai 
linier. Uji asumsi klasik tidak terdapat masalah dalam model. Uji t variabel 
pengeluaran pemerintah dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh 
signifikan terhadap pendapatan asli daerah di 34 provinsi Indonesia tahun 2017. 
R
2
=0,896, artinya 89,6% variasi variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan 
oleh variabel pengeluaran pemerintah, produk domestik regional bruto per kapita, 
dan penanaman modal dalam negeri. Sedangkan sisanya 10,4% dipengaruhi oleh 
variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
Kata kunci:  pengeluaran pemerintah, produk domestik regional bruto per kapita, 
penanaman modal dalam negeri, pendapatan asli daerah, ordinary 




This study aims to analyze government expenditure, per capita gross regional 
domestic product, and domestic investment against original local government 
revenue in 34 provinces of Indonesia in 2017. This study uses secondary data type 
latitude data (cross section data), the data was obtained from the central statistics 
agency (BPS) of Indonesia which includes 34 provinces in 2017. This study uses 
multiple linear regression analysis with ordinary least square (OLS) method. 
Based on the results of multiple linear regression analysis, the normality test is 
normally distributed. Linearity tests are used linearly. The classic assumption is 
that there are no problems in the model. The t test of government expenditure and 
domestic investment variable have a significant effect on origin local government 
revenue in 34 provinces of Indonesia in 2017. R
2
=0,896, meaning that 89,6% of 
the variable variation in origin local government revenue can be explained by 
variables of government expenditure, per capita gross regional domestic product, 
and domestic investment. While the remaining 10,4% are influenced by other 
independent variables not included in the model. 
Keywords: government expenditure, gross regional domestic product, domestic 







Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang memiliki potensi berbeda-beda di setiap 
daerahnya. Pemerintah pusat tidak mampu untuk mengelola satu per satu potensi 
yang ada di setiap provinsi, maka dari itu pemerintah pusat memberikan hak dan 
wewenang kepada setiap pemerintah provinsi untuk mengelola dan 
mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan di 
setiap provinsi. 
Salah satu sumber utama pendapatan pemerintah provinsi adalah pendapatan 
asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 
Pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai segala kegiatan dan 
pembangunan di daerah provinsi tersebut. Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) 
di 34 provinsi berbeda-beda karena sumber kekayaan dan potensi yang dimiliki 
sangat beragam. 
Pendapatan asli daerah diharapkan mampu menjadi salah satu sumber 
keuangan yang dapat diandalkan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh 
untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan di daerahnya, maka dari itu 
pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-
potensi pendapatan di daerahnya. 
Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan bahwa provinsi tersebut telah 
memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber kekayaan dan potensi yang dimiliki 
secara optimal. Sedangkan provinsi yang memiliki jumlah pendapatan asli daerah 
yang masih rendah harus lebih fokus dan berusaha untuk menggali sumber-
sumber kekayaan dan potensi-potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan 
pendapatan daerahnya. Besarnya pendapatan asli daerah mencerminkan 
kemandirian suatu provinsi dalam membiayai kegiatan dan pembangunan daerah. 
2. METODE  
2.1 Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe data 
cross section. Data penelitian ini diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) 





daerah, pengeluaran pemerintah, produk domestik regional bruto per kapita, dan 
penanaman modal dalan negeri 34 provinsi di Indonesia tahun 2017. 
2.2 Metode Analisis Data 
Guna menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, produk domestik regional 
bruto per kapita, dan penanaman modal dalam negeri terhadap pendapatan asli 
daerah di 34 provinsi Indonesia tahun 2017, digunakan alat analisis regresi linier 
berganda dengan metode ordinary least square (OLS). Persamaan regresi yang 
digunakan adalah (Gujarati, 2015): 
logPAD =    +   logPP +   logPDRBK +   logPMDN +    
Keterangan: 
logPAD = logaritma pendapatan asli daerah 
logPP = logaritma pengeluaran pemerintah 
logPDRBK = logaritma produk domestik regional bruto per kapita 
logPMDN = logaritma penanaman modal dalam negeri 
εt = error term (faktor kesalahan) 
β0 = konstanta 
β1,β2,β3 = koefisien regresi variabel independen 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil estimasi model ordinary least square (OLS) beserta uji pelengkapnya 
terangkum dalam Tabel 1. 
Tabel 1 
Hasil Estimasi Model Ekonometri 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.  Keterangan: *Signifikan pada 
α=0,01. Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik (p value) t-statistik. 
 
      ̂ = -2,2037 + 0,9636 logPP – 0,0189 logPDRBK + 0,2527 logPMDN 
                                  (0.0000)*          (0.8920)                     (0.0001)* 
R2 = 0,8960;   DW-Stat = 1,3331;   F-Stat = 86,2179;   Prob F-Stat = 0,0000 
Uji Diagnosis 
(1) Multikolinieritas (uji VIF) 
logPP = 1,8173; logPDRBK = 1,1632; logPMDN = 1,7293 
(2) Normalitas (uji Jarque Bera)  
JB(2) = 4,4237; Prob. (JB) = 0,1094 
(3) Heteroskedastisitas (uji White) 
 2(9) = 15,3768; Prob. (2) = 0,0811 
(4) Linearitas (uji Ramsey Reset) 





3.1 Uji Validitas Model 
3.1.1 Uji Normalitas (Uji Jarque Bera) 
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque Bera. Berdasarkan 
Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik 
JB adalah sebesar 0,1094 (> 0,10); jadi H0 diterima, maka distribusi residual 
normal. 
3.1.2 Uji Linearitas (Uji Ramsey Reset) 
Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan uji Ramsey Reset. Berdasarkan 
Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F 
uji Ramsey Reset memiliki nilai sebesar 0,7975 (> 0,10); jadi H0 diterima, maka 
spesifikasi model tepat atau linier. 
3.2 Uji Asumsi Klasik 
3.2.1 Uji Multikolinearitas (Uji VIF) 
Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan uji variance inflation 
factor (VIF). Berdasarkan Tabel 1, terlihat nilai VIF untuk variabel logPP sebesar 
1,8173 (< 10), variabel logPDRBK sebesar 1,1632 (< 10), dan variabel logPMDN 
sebesar 1,7293 (< 10). Jadi tidak terdapat multikolinearitas pada variabel logPP, 
logPDRBK, dan logPMDN. 
3.2.2 Uji Heteroskedastisitas (Uji White) 
Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White. Berdasarkan 
Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik χ2 
uji White adalah sebesar 0,0811 (> 0,05); jadi H0 diterima, maka tidak terdapat 
heteroskedastisitas dalam model. 
3.3 Pengujian Statistik 
3.3.1 Uji Eksistensi Model (Uji F) 
Uji eksistensi model adalah uji F. Berdasarkan Tabel 1, terlihat nilai p, 
probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F pada estimasi model memiliki 
nilai 0,0000 yang berarti < 0,01; jadi H0 ditolak, kesimpulan model yang dipakai 
dalam penelitian eksis dan secara keseluruhan atau secara simultan variabel 







3.3.2 Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 
 Uji validitas pengaruh adalah uji t. Berdasarkan Tabel 1 terlihat nilai p (p value), 
probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t variabel logPP sebesar 0,0000 (< 
0,01); variabel logPDRBK sebesar 0,8920 (> 0,01); dan variabel logPMDN 
sebesar 0,0001 (< 0,01). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 
logPP dan logPMDN secara sendiri-sendiri memiliki pengaruh signifikan. 





) menunjukan daya ramal dari model terestimasi. Pada 
Tabel 1 terlihat nilai R
2
 sebesar 0,896, artinya 89,6% variasi variabel pendapatan 
asli daerah (logPAD) dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah 
(logPP), produk domestik regional bruto per kapita (logPDRBK), dan penanaman 
modal dalam negeri (logPMDN). Sisanya sebesar 10,4% dipengaruhi oleh 
variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
4 PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan metode ordinary least 
square (OLS) tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, produk domestik 
regional bruto per kapita, dan penanaman modal dalam negeri terhadap 
pendapatan asli daerah di 34 provinsi Indonesia tahun 2017, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
Hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan 
penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan asli daerah, sedangkan produk domestik regional bruto per kapita 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 
Hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai p, probabilitas, atau signifikansi 
empirik statistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,0000 yang berarti < 0,01; 
jadi H0 ditolak, kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian eksis dan secara 




 sebesar 0,896, artinya 89,6% variasi variabel 
pendapatan asli daerah (logPAD) dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran 





penanaman modal dalam negeri (logPMDN). Sisanya sebesar 10,4% dijelaskan 
oleh variabel-variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah 
sebagai berikut: 
Bagi pemerintah daerah provinsi diharapkan dapat mengelola dan 
mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan 
asli daerah. 
Bagi badan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat menyusun 
kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan pembangunan daerah guna 
mensejahterakan masyarakatnya. 
Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel atau menggunakan metode 
analisis yang lain sehingga diharapkan dapat memberi hasil yang lebih baik lagi 
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